
BUPAT] TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 41 TAHUN 2OT2

TENTANG

" PENJABAMN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGAMN 2011

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 9 peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja oaerih Ki6upaten Temanggung
Tahyl Anggaran 20LL, pertu menetapkan Peraturan Bupati te.-nian!
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatai
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung fah;i Anggaran 20tL;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah;

2. undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
' Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluii oan l,lepoliime

(Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 1999 Nom or 75,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 3851);

3. Undanglundang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tanun2Oo3 Noriror
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2B6);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zoo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2oo4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. undanE.Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan g?.1 Tanggung Jawab Keuangan Negira (Lembaran
Negara, Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor-661 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa}D;

6. undang-Undang 
. 
Nomor zs rahun zoo4 tentang Sistem

Perencanaan.pembalgunan Nasional (Lembaran Negari Republik
Indonesia Tahun za04 Nomor 104, Tambahan Lem5aran Negara
Republik Indonesia Nomor aaZl;



7. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oa4 tenbng pemerinhhan
Daerah (Lemlara1 Negara Repubrik Indonesia Tahun zoo4Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4+37), sebagaimana tetah diubjh oeoeilpa kati terakhirdengan Undang-undang Nomor t2 Tahun 200g t niungPerubahan Kedua Atas Undang-Undang norJ,. 32 Tahun zoo4tentang pemerintahan Daera-h 1r-em-oarin Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lefibaran N'egiia
RepubliI Indonesia Nomor 4844)

B. undang-undang Nomor 33 Tahun zoo4 tentang perimbangan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2.004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik IndonesiiNomor aa}Bit; 

-'

9. Undang-undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130 Tambahan Lemdaran N"g;;; i{;pubrik rndonesia
Nomor 5049);

10.undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2011 Nomor gz, Tambahan Leribaran rrrbgiiu
Republik Indonesia Nomor 523fl;

ll.Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan

9un Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah(Lembaran Negara Repubrik inoonesia Tahun ioot wo, on ir,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran pendapatan oai
Belanja ,Negara, dan Anggaran pendapati,i dan Beranjb Daerah,sefta Jumlah Kumulatif pinjaman pemerintah fusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran illegara Republik tnoonesia Tahun
2003 Nomor 48, Tambahan Lembian Negara Guuik Indonesia
Nomor 4287);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lemiuran N.gara Repubrik
Indonesia Nomor 44L6) sebagaimana telah diubah oeoeraja mti
terakhir dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia i\omor.
21 Tahun 2007 tentang perubahan Ketigi peraturan pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun ioo+ tenting Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Penryakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Taimbahan Lem-baran il.gara Repubrik
Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan pemerintah Nom or 23 Tahun 2005 tentang pengeroraan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran ruegara Repubrik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan tem-baran N;g;;;
Republik Indonesia Nomor 4502):



15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tJnun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

16. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

17, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesii Tahun 2005 Nomor 13g, Tambahan Leirbaran w'egara
Republik Indonesia Nomor 4s76); sebagaimana telah oiuoatr
dengan Peraturan pemerintah Nomor 6i tahun 2010 tentang
Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, fiambaian
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor s7 Tahun 2005 tentang Hibah
fgqlou Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiJ rahun2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturdn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L40, Tambahan 

- 
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aSTg);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2oo5 tentang pedoman

Penyusunan dan penerapan standar pelayanan Minimal
(Lembar-dn Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005'tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

22.Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang pelaporan

. Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2006 Nom or 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun zooT tentang Laporan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada pemerintah,
Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Pennrakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zooT Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6%);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2ool tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zooT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor afifl;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo7 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiJ rahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aTaD;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun zooT tentang pengesahan,
Pengundangan, dan penyebarluasan peraturan pelundang-
undangan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005
tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan pennrakilan Rakyat Daerah Kabupaten

JgAunggrng (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2005 Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubahlerakhir
glengan 'i'eraturan D5erah Kabupaten Temanggung Nomor L2
Tahun 2007 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan anggotl
Dewan Penryakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanfg-ung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun zooT Nomoi
L2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 200g
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 20Og Nomor 7);

30.Peraturdn Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2o0B Nomor
1 1);

3l.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor i);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2010
igltans Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (tembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor +);-,



33.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun zolz
tentang Peftanggungjawaban peraksanaai Anggaran pendapatan

9?n Betanja Daerah Kabupaten Temanggunj-ranrn nngbJiin
20LL (Lembaran Daerah Kabupaten reH'ang'gung Tahun zoLz
Nomor 20 );

34. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telaI
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Datam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri t'{omoi 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peratura4 Menteri Daram Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerafi
Tahun Anggaran Z}LL;

36.Peraturan Bupati remanggung Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatei
Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Beriti Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2010 Nomor 53);

3T.Peraturan Bupati remanggung Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daera6
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Berifa Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 20i1 Nomor 54j sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Bupati remanggung Nomor 62Tahun 20Lr tentang perubahan Atas ile-ratulan Bupati
Temanggung Nomor s4 Tahun zolt tentang penjabaran
Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daei-ah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Beriti Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEN]ABAMN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAEMH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGAMN 2011.

l
Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan

Yang Sah i

Jumlah pendapatan

Rp 63.343.494.510,00

Rp 574.917.319.097,00

Rp 185.219.076.427.00

Rp 823.479.890.034,00



2. Belanla

a. Belanja Tldak tarqsung
1) Belanja pegawai Rp 474.666.g29.278,00
2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

0r00

0,00

Rp 46.485.138.890,00

Rp 9.647.659.020.00

Rp

Rp

Rp 60.528.447.883,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 20,885.382.630,00
6) Belanja Bagi Hasit Rp 4.29g.707.350,00
7) Belanja Bantuan ("rungun Rp 39.285.513.100,00
B) BelanjaTidakTerduga @

Jumtah Belanja Tidak Langsung, Rp 600.658 .730.24t,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai , Rp 30.724.8g1.425,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 9L.742.510.2g1,00
3) Belanja Modat Rp 93.034.426.99g,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

Jumlah Pembiayaan netto

Rp 215.501.818.714,00

Rp 816.160.548.955,00

Rp 7.319.34L 079,00

Rp 36.837.479.870.00
sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 44.ts6.820.g4g,00

pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1tercantum dalam Lampiran I peratriran Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirincilebih lanjut ke dalam penjabaran-Laporan Reilisasi Anggaran.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini



'ffi'

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teminggung.

Ditetapkan di feminggung

pada tanggal 31 Juli 20tz

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OL2 NOMOR 41

Diundangkan di Temanggung
31 Juli 20Lz
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